
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN 2OO7 NOMOR 15

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 15 TAHUN 2OO7

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang: a.

Mengingat : 1.

b.

BUPATI TEMANGGUNG

bahwa sesuai ketentuan Pasal22 Ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan, maka dalam rangka mewujudkan
pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan
pemerintahan dan pembangunan di Kelurahan,
diperlukan adanya Lembaga Kemasyarakatan di
Kelurahan;

bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagai-
mana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan
Peraturan Daerah tentang Lembaga Kema-
syarakatan di Kelurahan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004

2.
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Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 43S9);

3. Undang-Undang Nomor, 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah 
_(t_embaran 

-N"g"r, 
n"prUfiilndonesia Tahun 2AO4 ruomor i'zS, TambahanLembaran Negara Republik rnoon""i" i!d;;;i;isebagaimana telah diubah dengan- UnAang_UnOa-rd

Nomor 8 Tahun 2005 tentang F;n"Lprn peraturan
Pemerintah pengganti UnOIng_Unjang Nomor 3Tahun Z00S tentang peruOaian AtJs UrOr"gUndang Nomo_r dz ranun 2oo4 t;;G,igPemerintahan Daerah Uen;aJi UnOang_U;O-;n;(Lembaran Negara Republik firJone"i, Tahun 2005Nomor 109, Tambahan lembaran f,llgrru Republklndonesia Nomor 41ag);

4. Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 206tentang Kelurahan (Lembaran wlgara Repubflrlndonesia Tahun ZOOs Nomol. iGg, Tambahan
Lembaran Negara Repubtik tnOonesia fif omoi +-SgBt

5. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2WTtentang Organisasi 
.perangkat Daerah (Lembaran

I"g?rg Repubtik tndonesia-Taniiiiot Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Rdubti-k frroroi +za ii;
6. Peraturan presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentangPengesahan, pengundangan, dan-Fenyebarluasan

Peraturanperundang-Undingan;-' -

7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor15 Tahun 2000 Tentan! eemUeniitan XeturananKabupaten Temanggung (Lembaran DaerdrKabupaten Temanggung finunZOOO Nomor 25);
8. Peraturan Daerah_Kabupaten Temanggung Nonr13 Tahun 2004 Tentaig eembentrf;n iS ifi,-belas) Kelurahan di tiecamatan 

- 
femangg.;r;

Parakan,_ Ngadirejo dan Xranggan (Lembaran
!^agran Kabupaten Temanggung flfiun 2004 Nonr48 ).
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATENTEMANGGUNG
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI
KELURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
J.

4.
5.
o.

7.
8.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah provinsi Jawa Tengah.
Bupati adalah Bupati Temanggung.
Camat adalah Camat di Daerah.
Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung dalam wilayah kerja Kecamatan.
Lurah adalah Lurah di Daerah.
Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah
dalam memberdayakan masyarakat.

9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, untuk selanjutnya
disingkat LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas
prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Lurah dalam
menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat
dibidang pembangunan.

10. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga, untuk
selanjutnya disebut TP PKK adalah lembaga kemasyarakatan
sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan
lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana,
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pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang
pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.

1 1. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang
dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya yang
ditetapkan oleh Lurah.

12. Rukun Tetangga untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga
yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam
rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang
ditetapkan oleh Lurah.

13. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan
wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan
berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosid
dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilaydt
kelurahan dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan
sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan ole*l
Departemen Sosial.

14. Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat untuk selanjutnya disinglcil
Satgas Linmas yaitu lembaga kemasyarakatan yang disiapkan dan
disusun serta dibekali pengetahuan dan ketrampilan di bidag
perlindungan masyarakat yang membantu aparat pemerintah dda
pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Di Kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan.
(2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat

dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas
masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah
mufakat.

BAB III
NAMA LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 3

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
meliputi: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan/LPMK
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Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluargalrp pKK, Rukun
warga/RW, Rukun Tetangga/RT, Karang Taruna, din Satuan Tugas
Perlindungan MasyarakaVsatgas Linmas.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

(1) Maksud dibentuknya lembaga kemasyarakatan dikelurahan adalah:a. sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilaikehidupan
masyarakat yang berasaskan kegotongroyongan dan
kekeluargaan;

b. sebagai wadah untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan
urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan
dan pemberd ayaan masyarakat;

c. sebagai wadah untuk menggalakkan partisipasi seluruh potensi
swadaya masyarakat yang ada, dalam usaha meningkatkan
kesejahteraan masyarakat; dan

d. sebagai upaya peningkatan kuaritas perencanaan, peraksanaan,
dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada
masyarakat.

(2) Tujuan dibentuknya lembaga kemasyarakatan di kelurahan adalah :a meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
b. meningkatkan peran serta masyarakai dalam pembangunan;
c. mungembangkan kemitraan;
d. memberdayakan masyarakat; dan
e. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan

kondisi masyarakat.

BAB V
KEDUDUKAN

Pasal 5

Lembaga kemasyarakatan berkedudukan di kelurahan dan sebagai mitra
pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemeiintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan.
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BAB VI
KEPENGURUSAN

Pasal 6

Pengurus lembaga kemasyarakatan di kelurahan memenuhi persyaratan

a. warga negara Republik lndonesia;
b. penduduk setemPat;
c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan

d. dipilih secara musyawarah dan mufakaf.

Pasal 7

(1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :

a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Bendahara;
d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.

(2) Jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan disesuai-

kan dengan kebutuhan.
(3) Pengurui Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan sebagai ketua pada Lembaga

Kemasyarakatan lainnYa.
(4) Pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan ditetapkan oieh Lurah-

Pasal B

Masa bakti pengurus lembaga kemasyarakatan ditetapkan selama 3 (ttgal

tahun terhiiung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untl*
periode berikutnya.

BAB VII
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 9

Lembaga kemasyarakatan di kelurahan mempunyai tugas memba,lu

Lurah lalam peliksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, scidl
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
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Pasal 10

Lembaga Kemasyarakatan di Kerurahan daram meraksanakan tugassebagaimana dimaksud dalam pasal g mempunyaifungsi :

3. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat]b. penanaman dan pemupukan 'rasa 
persatuan dan kesatuan

masyarakat daram rangka memperkokoh Negara xesaiuan Repubrik
lndonesia;

c. peningkatan kuaritas dan percepatan perayanan pemerintah kepada
masyarakat;

d' penyusunan rencana, peraksana, dan pengerora pembangunan sertapemanfaatan, perestarian dan pengembangan hasir-hasir
pembangunan secara partisipatif;

e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi serta
- swadaya gotong royong masyarikat;f' penggali, pendayagunian din pengembangan potensi sumberdaya

serta keserasian lingkungan hidup;g' pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakaran, penyaragunaan
obat terlarang (narkoba);

l pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;i' pemberdayaanda.n perrindungan hakioritik masyarar,ii;'ornt' pendukung med.ia komunlkasi, informasi, 'ro.irri"uri 
antarapemerintah kelurahan dan masyarakat.

Pasal 11

!("gi'.hl Lembaga kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepatbnrujudnya kesejahteraan masyarakat melaiui :

9. peningkatan pelayanan masyarakat;
b. peningkatan peran serta maiyarakai;
c- pengembangan kemitraan;
d. pemberdayaan masyarakat; dane- pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi

masyarakat setempat.

Pasal 12

(1) LPMK mempunyai. tugas yaitu menyusun rencana pembangunan
secara partisipatif, menggerakkan swadaya goiong royong
masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan-pem6angr;"n.
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(2) LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyaifungsi :

a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam
pembangunan;

b. penanaman dan PemuPukan
masyarakat dalam kerangka
Republik lndonesia;

c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah

pembimbing gerakan PKK'

Pasal '15

RT dan RW mempunyaitugas membantu Lurah dalam

urusan pemerintahan.

Pasal 16

RT dan RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

rasa persatuan dan kesatuan
memperkokoh Negara Kesatuan

kepada masyarakat;
d. penyusunan rencana pelaksanaan, pelestarian dan

pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;

penumbuhkembangan Can penggerak prakarsa, partisipasi ser&a

swadaya gotong royong masyarakat; dan
penggiti, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber

daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 13

Tim Penggerak PKK mempunyaitugas membantu Lurah dan merupakan

mitra dalim pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Pasal 14

Tim Penggerak PKK Kelurahan dalam melaksanakan tugrc
sebagaimani dimaksud dalam Pasal 13 mempunyaifungsi :

a, plnyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau &1
mampu melaksanakan program PKK; dan

b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina

f.

15 mempunyaifungsi :

a. pendataan keplndudukan dan pelayanan administrasi

lainnya;
b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup

warga;
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;

c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan
mengembangkan aspirasidan swadaya murni masyarakat; dan

d. penggerak swadaya gotgng royong dan partisipasi masyarakat di
wilayahnya.

Pasal 17

Karang Taruna mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah
kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang
bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi
muda dilingkungannya.

Pasal 1B

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 mempunyaifungsi :

a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda

di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta
berkesinambungan;

d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi
generasi muda dilingkungannya;

e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran
tanggung jawab sosial generasi muda;

f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa
kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai
kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik lndonesia;

g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan
tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif,
ekonomis dan produktif dengan mendayagunakan segala sumber
dan potensi kesejahteraan sosialdi lingkungannya secara swadaya;

h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi
penyandang masalah kesejahteraan sosial;

i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan
kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;

j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang
aktual;

k pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan,
penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) ; dan
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l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif,
rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja,
penyalahgunaan obat terlarang (narkoba).

Pasal 19

Satgas Linmas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perlindungan
masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana dan penanganan
pengungsi dan membantu aparat pemerintah lurah dalam memelihara
keamanan dan ketertiban umum.

Pasal 20

Satgas Linmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksttd
dalam Pasal 19 mempunyaifungsi :

pencegahan dan penanggulangan akibat bencana;
penyelamatan dan pertolongan korban bencana dan pengungsi;
perbantuan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi untuk meringankan
penderitaan korban bencana dan pengungsi; dan
perbantuan dalam pemeliharaan ketertiban umum.

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 21

Lembaga kemasyarakatan di kelurahan mempunyai kewajiban:
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, mela

Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun
serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara
Republik lndonesia;
menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terk{
menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat;dan
membantu lurah dalam pelaksanaan kegiatan
pembangunan dan kemasyarakatan.

a.
b.
c.

d.

b.
c.
d.

Pasal22

Lembaga kemasyarakatan di kelurahan dilarang :

a. melakukan kegiatan atau tindakan yang merugikan
negara, pemerintah dan masYarakat;

b. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan
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norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan
masyarakat.

BAB IX
HUBUNGAN KERJA

Pasal 23

Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan Lurah
bersifat konsultatif dan koordinatif.

Pasal24

(1) Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan .bersifat konsultatif
dan koordinatif.

(2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga
bersifat kemitraan.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 25

Sumber pendanaan lembaga kemasyarakatan dapat diperoleh dari:
a. swadaya masyarakat;
b. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah

Kabupaten; dan/atau
c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga kemasyarakatan di
kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Camat.

t Pasal27

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Pasal26 meliputi:
a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan

lembaga kemasyarakatan;
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b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan
partisipatif;

c. menetapkan bantuan pembiayaan alokaqi dana untuk pembinaan

dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta

pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan lembaga

kemasyarakatan;
f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan

anggota lembaga kemasyarakatan; dan
g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan lembaga

kemasyarakatan.

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan camat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 meliputi:
a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga

kemasyarakatan;
b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
d. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan

kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;

e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembage

kemasyarakatan; dan
f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam

pengembangan lembaga kemasyarakatan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Lembaga kemasyarakatm
di kelurahan yang sudah ada tetap diakui keberadaannya sepanjarg
tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

I
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BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

iasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

lgar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daeiah
Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 27 Oktober 2007

BUPATI TEMANGGUNG

ttd
H. MUKHAMAD IRFAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 27 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd
M. SETYO ADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2OO7
NOMOR 15

-245 -



PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 15 TAHUN 2OO7

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Untuk memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan
kelurahan dan dalam rangka ikut membantu tugas
kelurahan maka di Kelurahan dibentuk lembaga kemasyarakatan.
Lembaga kemasyarakatan dimaksud sebagai wadah
menampung prakarsa, partisipasi dan swadaya gotong
masyarakat dalam pembangunan, pelestarian dan
hasil-hasil pembangunan, pemberdayaan keluarga dan
kesejahteraan keluarga, peningkatan kualitas dan
pelayanan pemerintah kepada masyarakat serta pemberdayaan
politik masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
bernegara.
Pasal22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005
Kelurahan, menegaskan bahwa pengaturan mengenai
lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang mengadakan musyawarah masyarakat adalah
kelurahan yang bersangkutan sesuai lembaga kelurahan
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dibentuk , terdaftar pada Kartu Tanda penduduk pada kerurahanyang bersangkutan

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jetas

Huruf c
Yang dimaksud dengan mempunyai kemauan adalah minat dansikap seseorang untuk merakukan suatu kegiatrn o"ngan suka rera.Yang dimaksud ..dgngan kemampuan adalah kesadaran ataukeyakinan pada dirinyi bahwa dia mempunyai kemamfuan, bisaberupa pikiran, tenaga, waktu, atau sarana danmateriailainnya.

Yang dimaksud dengan kepedurian adarah sikap atau periraku
seseorang terhadap hal_hal yang bersifat khusus, pribadi, danstrategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk merakukan
sesuatu kegiatan

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1) huruf d
lstilah. bidang-bidang dapat digunakan dengan sebutan lain.
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
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Ayat (a)
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jerlas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal'12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas
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Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Yang dimaksud dengan bersifat konsultatif adalah bahwa lembaga
kemasyarakatan dengan lurah selalu mengembangkan prinsip
musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Yang dimaksud dengan bersifat koordinatif adalah bahwa lembaga
kemasyarakatan dengan Lurah selalu mengembangkan prinsip
musyawarah dan koordinasiyang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal24
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah pihak lain di luar
kelurahan dan di luar lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang
bersangkutan.

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal2T
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas
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Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas
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